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3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis usul. 
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dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis raba’ib. 
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MOTTO 

 

 نَسْعًهْااْ  نَ اَ و ا نَلّ  ْنَ نَفسًْا  فْ نَللللٰ  نَيكْْلّ َْ   
“…Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya…” (Qs. al-Baqarah ayat 286) 

 

ل  نَ  نَيسًْْ   نَمْعْ نَللهًْسًّْ  فاّْنا و
“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” 

 (Qs. al-Insyirah ayat 5). 
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ABSTRAK 

 

Hesti Silfiani, NIM. 50122026. 2024. Pertimbangan Hukum Hakim Dan 

Pemaknaan Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Di 

Pengadilan Agama Batang Tahun 2023. Tesis Program Studi Magister Hukum 

Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. (2) Dr. H. Ali 

Trigiyatno, M.Ag.  

Kata Kunci: pertimbangan hukum, alasan sangat mendesak, penolakan 

dispensasi kawin  
 

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama meningkat dari tahun 

ke tahun. Permohonan dispensasi kawin diajukan sebab adanya alasan sangat 

mendesak hal ini termuat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019. Di Pengadilan Agama Batang tercatat sejak bulan Januari samapi 

Desember sejumlah 298 perkara dan terdapat 8 perkara yang ditolak dilihat dari 

directory putusan. Rumusan permasalahan penelitian adalah Bagaimana 

pertimbangan hukum Hakim dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Batang tahun 2023? Bagaimana pemaknaan alasan mendesak dalam 

penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023?Tujuan 

penelitian adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dan pemaknaan 

alasan sangat mendesak dalam  penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Batang tahun 2023. Penelitian ini bermanfaat memberikan wawasan kepada 

semua akademisi, terutama tentang pentingnya penolakan dispensasi kawin oleh 

Pengadilan Agama Batang.  

Jenis penelitian adalah kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya metode analisis data induktif yaitu 

reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini adalah (1) Hakim dalam memutuskan perkara 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang dengan berbagai pertimbangan dan 

melihat dari respon anak para Pemohon dalam persidangan.dilihat beberapa 

aspek: pendidikan anak, kondisi psikologi anak, ketidaktahuan anak mengenai hak 

dan kewajiban suami istri, dapat menjadikan perkawinan anak semakin banyak. 

Selain itu, pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara 

mempertimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hakim 

dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang 

dengan berbagai pertimbangan dan melihat dari respon anak para Pemohon dalam 

persidangan. (2) Pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penokalan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023, tidak adanya kriteria yang khusus 

mengenai alasan sangat mendesak dalam peratutan perundang-undangan, 

pemaknaan alasan mendesak juga didasaekan pada interpretasi Hakim dan 

penemuan makna yang terkandung dalam teks. Hal ini dapat dilihat cara pandang 
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hukum progresif menegakkan hukum membuat bahagia dengan tujuan 

kesejahteraan masyarakat dan keadilan. Penolakan perkara permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang atas pertimbangan Hakim dan 

mengedepankan unsur keadilan dan kesejahteraan masyarakat.  
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ABSTRACT 

Hesti Silfiani, NIM. 50122026. 2024. Legal Considerations of Judges and the 

Interpretation of Very Urgent Reasons in Rejecting Marriage Dispensation at the 

Batang Religious Court in 2023. Thesis of the Islamic Family Law Masters Study 

Program, Postgraduate Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic 

University, Pekalongan. Advisors: (1) Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. (2) Dr. H. Ali 

Trigiyatno, M.Ag. 

Keywords: Legal Considerations, Very Urgent Reasons, Rejection of Marriage 

Dispensation 

  

 Marriage dispensation applications at the Religious Court have increased 

from year to year. Marriage dispensation applications are submitted because of 

very urgent reasons, this is stated in Article 7 paragraph (1) and (2) of Law 

Number 16 of 2019. At the Batang Religious Court, there were 298 cases recorded 

from January to December and 8 cases were rejected, seen from the decision 

directory. The formulation of the research problem is: What are the legal 

considerations of the Judge in rejecting marriage dispensation at the Batang 

Religious Court in 2023? What is the meaning of urgent reasons in rejecting 

marriage dispensation at the Batang Religious Court in 2023? The purpose of the 

study is to analyze the Judge's legal considerations and the meaning of very urgent 

reasons in rejecting marriage dispensation at the Batang Religious Court in 2023. 

This study is useful for providing insight to all academics, especially about the 

importance of rejecting marriage dispensation by the Batang Religious Court. 

 The type of research is qualitative. Data collection through observation, 

interviews and documentation. The data analysis method is inductive data 

analysis, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.  

 The results of this study are (1) Judges in deciding marriage dispensation 

cases at the Batang Religious Court with various considerations and looking at the 

responses of the Applicants' children in the trial. Several aspects are seen: 

children's education, children's psychological conditions, children's ignorance of 

the rights and obligations of husband and wife, can increase child marriages. In 

addition, the Judge's considerations in deciding a case consider the values of legal 

certainty, justice and benefit. Judges in deciding marriage dispensation cases at 

the Batang Religious Court with various considerations and looking at the 

responses of the Applicants' children in the trial. (2) The meaning of the very 

urgent reason in the rejection of marriage dispensation at the Batang Religious 

Court in 2023, there are no specific criteria regarding very urgent reasons in 

statutory regulations, the meaning of urgent reasons is also based on the Judge's 

interpretation and the discovery of the meaning contained in the text. This can be 

seen from the progressive legal perspective of upholding the law to make people 

happy with the aim of public welfare and justice. The rejection of the marriage 

dispensation application case at the Batang Religious Court based on the Judge's 

considerations and prioritizing elements of justice and public welfare. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persamaan istilah dari perkawinan menurut Hukum Islam adalah 

nikah dan zawaj. Dalam pengertian kiasan nikah yaitu “wathaa” berarti 

“setubuh” dan “aqad” memiliki arti mengadakan perjanjian pernikahan. 

(Syahruddin Nawi dan Salle, 2020).  

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ikatan lahir bathin 

suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Tuhan Yang Maha Esa. Sementara ikatan eksternal mengungkapkan hal-

hal formal, ikatan batin mengungkapkan hal-hal yang informal atau tidak 

terlihat. Keduanya adalah dasar dari hubungan keluarga. (Tinuk Dwi 

Cahyani, 2020). 

Usia yang diizinkan untuk melakukan perkawinan apabila pria dan 

wanita berusia 19 tahun seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila 

usia keduanya belum mencukupi untuk melangsungkan perkawinan maka 

dapat meminta izin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal ini 

bertujuan supaya dapat melaksanakan perkawinan antara pria dan wanita 

yang belum memenuhi usia minimum. Perlu diketahui perkawinan yang 

dilakukan pada usia muda berisiko dalam menjalani kehidupan rumah 

tangga sebab emosi keduanya yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan
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keretakan dalam sebuah ikatan perkawinan. Kedewasaan jiwa yang terlihat 

dari umur dan kematangan diri merupakan salah satu dari elemen penting 

yang bertujuan membangun bahtera keluarga yang bahagia dan langgeng 

dapat terwujud dalam perkawinan. (Syeh Sarip Hadaiyatullah dkk, 2020). 

Pada tahun 2017, berbagai pertemuan lokal kembali 

mendokumentasikan gugatan kepada Pengadilan yang Dilindungi untuk 

penjelasan yang tidak terduga dibandingkan dengan sebelumnya: terkait 

dengan hak atas korespondensi di bawah pengawasan hukum yang dijamin 

dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017, Pengadilan yang 

Dilindungi mengakui klaim tersebut dengan alasan status hukum yang 

setara di antara orang-orang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi 

memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7 ayat 1 1974 

persyaratan usia untuk menikah tidak lagi berlaku untuk situasi saat ini. 

Akibatnya, usia di mana seorang wanita harus menikah secara sah harus 

dinaikkan. Namun, legislator harus menunggu tiga tahun untuk 

menetapkan usia pernikahan wanita. (Xavier Nugraha, 2019). 

Pengadilan Agama menerima lebih banyak kasus dispensasi kawin 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, ada 1.504 perkara tentang dispensasi 

kawin; kemudian jumlah meningkat derastis menjadi 10.093 perkara pada 

tahun 2012, 11.869 perkara pada tahun 2013, 12.009 perkara pada tahun 

2014, dan 13.518 perkara pada tahun 2015. Pada tahun 2017, jumlah 

perkara turun sedikit menjadi 13.095 perkara, tetapi kembali naik menjadi 
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13.815 perkara pada tahun 2018. Meskipun pemerintah meluncurkan 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, angka perkawinan anak 

meningkat tajam pada tahun 2019. Pada 2019, tercatat 24.864 kasus, dan 

pada tahun 2020, tercatat 64.000 kasus. (Mardi Candra, 2021). 

Pengadilan Agama Batang sejak bulan Januari sampai bulan 

Desember 2023 perkara dispensasi kawin yang masuk sejumlah 298 

perkara. Dari 289 perkara dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan 

Agama Batang terdapat perkara dispensasi kawin yang ditolak Pengadilan 

Agama Batang sejumlah 8 perkara didapatkan dari Directory Putusan. 

Berikut tabel penjelasan secara rinci perkara dispensasi kawin yang ditolak 

Pengadilan Agama Batang  sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Perkara Dispensasi Kawin yang ditolak 

Pengadilan Agama Batang Januari-Desember 2023 

No Nomor Perkara Penetapan 

1 285/Pdt.P/2023/PA.Btg Ditolak 

2 263/Pdt.P/2023/PA.Btg Ditolak 

3 224/Pdt.P/2023/PA.Btg Ditolak 

4 252/Pdt.P/2023/PA.Btg Ditolak 

5 134/Pdt.P/2023/PA.Btg Ditolak 

6 254/Pdt.P/2023/PA.Btg Ditolak 

7 222/Pdt.P/2023/PA.Btg Ditolak 

8 223/Pdt.P/2023/PA.Btg Ditolak 
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Bahwa berdasarkan data di atas, dapat dilihat data dispensasi kawin 

yang dikabulkan dan data dispensasi kawin yang ditolak. Penolakan 

dispensasi tersebut, berakibat tidak bolehnya anak yang dimintakan 

dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan sebelum berusia 19 

tahun, padahal dari data tersebut 6 dari 8 perkara permohonan dispensasi 

kawin yang dimohonkan dengan berbagai alasan seperti hamil di luar 

nikah sedangkan 1 diantaranya telah berhubungan layaknya suami isteri 

meskipun tidak berakibat hamil dan 1 diantaranya karena kekhawatiran 

terjadi zina (Laporan Perkara Pengadilan Agama Batang, 2023). 

Berikut ini adalah alasan-alasan Hakim terhadap putusan penolakan 

perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon kepada 

Pengadilan Agama Batang, sebagai berikut: 

1) Anak Pemohon masih sekolah, kurangnya pemahaman terkait hak 

dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga, belum 

mengerti cara mendidik anak dan cara bersosialisasi dengan 

masyarakat, kurang memahami tata cara beribadah dengan baik. 

Oleh karena itu, hal tersebut perlunya perhatian dari kedua orang 

tua untuk menambah pengetahuan anak sebelum melangsungkan 

perkawinan. (Directori Putusan Mahkamah Agunng RI: 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee5926

66d598caab04313535393536.html) 

2) Anak Para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana dilihat 

dari segi kondisi psikologis anak Para Pemohon sebab anak-anak 
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masih tergolong sangat emosional belum mampu mengontrol diri, 

gagap akan perubahan sosial pasca perkawinan. Oleh karena itu, 

memantapkan persiapan mental, pengetahuan tentang perkawinan 

dan mematangkan kedewasaan keduanya. Hal ini dapat dilakukan 

oleh anak Para Pemohon ketika usianya sudah cukup 

melangsungkan perkawinan.  (Directori Putusan Mahkamah Agung 

RI:https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4

c6f9babd3fcb8a0313134313133.html). 

3) Anak Para Pemohon masih terlalu muda untuk melangsungkan 

perkawinan, dan calon istri sedang dalam keadaan hamil diberikan 

dispensasi. Hal ini berpotensi menjadikan preseden  negatif dalam 

sistem peradilan agama. Oleh karena itu, akan dikhawatirkan 

kondisi ini akan memperburuk dalam perilaku menyimpang 

dikalangan remajadengan pergaulan yang semakin bebas dan tidak 

terkontrol. Apabila mendapatkan izin menikah kemungkinan besar 

akan terjadi perceraian sangatlah mudah.  

(Directori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4094

db7b988cb7b8303933373337.html). 

Peneliti dahulu telah banyak melakukan penelitian tentang dispensasi 

kawin. Namun, penelitian terkait pemaknaan alasan sangat mendesak yang 

kemudian dikaitkan dengan hukum prodresif masih sangat minim. Adapun 

penelitian terdahulu seperti Penolakan permohonan dispensasi kawin oleh 
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Hakim Pengadilan Agama Bitung perspektif kafa’ah (Analisis penetapan 

nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Bitg). Kemudian penelitian penolakan Hakim 

Pengadilan Agama Purwakarta terhadap dispensasi kawin dalam kasus 

hamil diluar nikah: analisis penetapan nomor: 12/Pdt.P/2020/PA.Pwk 

(Ahmad Rivai, 2023:88-95). Penelitian yang berjudul Argumentasi hukum 

pengabulan dan penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara 

Teweh pascarevisi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang 

perkawinan(Kemijan, 2021:92-106).  

Dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

dijelaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan 

umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau 

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan 

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang 

cukup” . Hal ini menarik untuk diteliti mengingat terdapat 8 perkara 

dispensasi kawin yang ditolak padahal 6 dari 8 perkara yang diajukan telah 

hamil diluar nikah.   

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah 

menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari 

peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan 

makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau 

hukumdalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan   

intelektual, melainkan   dengan   kecerdasan   spiritual. Dengan kata lain, 

penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, 
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dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian 

untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Deni Nuryadi, 

2016). Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti pertimbangan hukum 

hakim dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang 

tahun 2023 dan pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penolakan 

dispensasi kawin. Dengan penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hukum 

Hakim Dan Pemaknaan Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan 

Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penulis menjelaskan pokok masalah dari penelitian ini, bahwa perkara 

dispensasi kawin biasanya diajukan kepada Pengadilan Agama dikabulkan 

dengan alasan sangat mendesak. Namun, terdapat 8 perkara dispensasi 

kawin yang ditolak oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi, dari 8 perkara 

yang ditolak tersebut 6 perkara telah hamil diluar nikah, 1 perkara telah 

berhubungan badan meskipun tidak berakibat hamil dan 1 perkara belum 

pernah berhubungan badan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar lebih terfokus dan tidak melebar dari 

konteks yang dibahas. Penulis membatasi penelitian ini berfokus 

membahas pada pertimbangan hukum hakim dalam penolakan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023 dan pemaknaan alasan 

sangat mendesak dalam penolakan dispensasi kawin. 

 

 



8 
 

 
 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penolakan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023? 

2. Bagaimana pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penolakan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023? 

1. 5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam penolakan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023. 

2. Untuk menganalisis pemaknaan alasan sangat mendesak dalam 

penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharap dapat memberikan wawasan kepada 

semua pihak baik akademisi maupun lainnya, terutama dalam hal 

pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penolakan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Batang. 

2. Praktis 

Penulis berharap dalam penelitian ini mampu memperluas 

wawasan keilmuan. Sebagai acuan untuk pertimbangan terkait 

penolakan dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini dapat 

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dispensasi kawin yang 

diputuskan oleh Pengadilan Agama. 
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BAB VII 

PENUTUP 

7.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemaknaan alasan sangat mendesak 

dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023, 

bisa disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam penolakan dispensasi Kawin di 

Pengadilan Agama Batang Tahun 2023, yaitu melihat kepentingan 

terbaik bagi anak. Karena anak yang masih ingin bersekolah, kondisi 

psikologis anak yang belum memenuhi kriteria dewasa, anak yang 

belum mengetahui mengenai hak dan kewajiban suami istri serta 

kekhawatiran angka perkawinan anak menjadi banyak. Selain itu 

dalam penetapan penolakan dispensasi nikah, Hakim telah 

mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan 

meskipun lebih cenderung pada nilai kemanfaatan dalam penolakan 

dispensasi nikah 

2. Adapun Pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penolakan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023, 

didasarkan pada interpretasi Hakim yang didukung dengan fakta-fakta 

persidangan dan didasarkan pada kesejahteraan dan keselamatan 

masyarakat serta menggali pesan moral yang terkandung dalam 

klausul alasan sangat mendesak agar terciptanya nilai keadilan. 
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7.2 Saran 

 Saran dari Penulisan tesis ini mengenai pemaknaan alasan sangat 

mendesak dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadila Agama Batang 

mungkin mencakup berbagai tindakan dan rekomendasi untuk para pemohon 

dispensasi kawin, masyarakat, pemerintah dan juga lembaga terkait. Berikut 

beberapa saran penelitian penulis, sebagai berikut: 

1. Saran untuk Pemerintah 

 Perkuat mengenai regulasi dan penegakan hukum yakni pemerintah 

perlu memperbarui atau memperkuat peraturan terkait dengan usia 

minimal perkawinan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut lebih 

menjamin perlindungan hak anak dan perempuan. Penegakan hukum 

lebih diperketat terhadap dispensasi kawin yang disalah gunakan terus 

diutamakan. Terkait dengan pendidikan dan penyuluhan pemerintah 

juga perlu melaksanakan program pendidikan dan penyuluhan yang 

menyeluruh mengenai dampak perkawinan dini, baik dari segi 

kesehatan, pendidikan maupun psikososial. Hal ini dapat dilakukan 

melalui kampanye di media sosial, seminar maupun program di 

sekolah. 

2. Saran untuk Masyarakat 

 Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai risiko dan dampak negatif dari perkawinan dini. Penyuluhan 

seperti halnya mengenai hak-hak anak, kesehatan reproduksi dan 

perlindungan perempuan perlu dilakukan secara intensif. Masyarakat 
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harus berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan dan anak dengan 

mengutamakan pendidikan dan keterampilan yang berkembang dalam 

lingkungan yangg aman dan sehat.mengenai pencegahan perkawinan 

dini  masyarakat harus berperan aktif dalam mencegah perkawinan dini 

dengan mengedukasi lingkungan sekitar mengenai pentingnya menikah 

pada usia yang matang dan kesiapan serta mematuhi ketentuan hukum 

yang berlaku. 

3.  Saran untuk Lembaga Pengadilan 

 Pengadilan Agama perlu menetapkan kriteria yang lebih ketat dan 

jelas dalam menilai permohonan dispensasi kawin. Penilaian harus 

dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, 

pendidikan, serta kesiapan fisik dan psikologis para pihak yang 

mengajukan dispensasi kawin. 

7.3 Penutup 

 Penulis menyadari bahwa penelitian ini banyak kekurangan serta 

keterbatasan dan semoga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis 

dapat memberikan wacana dan referensi baru mengenai penolakan perkara 

permohonan dispensasi kawin baik bagi praktisi maupun pemangku kebijakan 

agar pelayanan dan penanganan perkara dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tetap berdasarkan 

keadilan bagi para pihak dalam mencari keadilan. 
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